
BUPATI PJNRANG 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI PINRANG 
NOMOR t8 TAHUN 2023 

TENT ANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TIJGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA OINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN 

LINOKUNGAN HIDUP 

DENGAN RAHMAT nIHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PINRANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa Kedudukan, Suaunan Organisasi, Togas dan 
Pungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Llngkungan Hidup telah ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 51 tentang 
Kedudukan, Suaunan Organisaai, Togas dan Pungsi 
Sena Tata Kerja Dinaa Perumahan, Kawasan 
Permuklman dan Ungkungan Hidup; 

b. bahwa Peraturan Bupati sebegaimana dimakaud dalam 
huruf a, sudah tidak seauai lagi dengan pcrkembangan 
dinamika pcnyelenggaraan pcmcrintahan dacrah aena 
perkembangan peraturan pcrundang·undangan dan 
kcbutuhan penyclenggaraan tugas dan fungsi Dmas 
Perumahan, Kawasan Pcrmukiman dan Lingkungan 
Hidup, sehmgga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
mcnetapkan Peraturan Bupati tentang Keduduk.an, 
Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi scrta Tata 
Kerja Dinas Pcrumahan, Kawasan Pcrmulrnnan dan 
Llngkungan liidup. 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahuna 1959 tentang 
Pembcntukan Daemh Tingkat II di Su.lawesi (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 

2. Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pcmbentukan Pera tu ran Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) itebagaimana tclah dlubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang·Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Pcrubahan Kedua Atas 
Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik\ 
Indonesia Nomor 68011; 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Apa.ratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik tnconeera Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
xbagaimana telah diubah beberapa kall, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
Penetapan Penuuran Pemerintah Pengg.anti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kel]a 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2023 Nomor41, Tambe.ban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Admtnistrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembanu, Negara Republik Indonesia Nomor 5601), 
eebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
Penetapan Pcraturan Pemcrintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepubUk 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tarnbahan 
Lcmbaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5888) 
seba.gaimana te\ah diubah dengan Pcraturan 
Pcmerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Pcrubahan 
Atas Pcraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Trunoohan 
Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6402); 

7. Pcraturan Pcmerintah Nomor II Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negtti Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomoc 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dcngan Pcraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pcruoohan 
atas Pcraturan Pcmcrintah Nomor I I Tahun 2017 
tentang Manajcmcn Pcgawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Rcpublik lndones1a Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 64 77); 

8 Pcraturan Mcntcri Pedayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Sistem Kcrja pada lnstansi Pcmerintah untuk 
Penycdcrhanaan Birokrasi (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 

9. Pcraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 
2016 tcntang Pcmbentukan da.n Susunan Pcrangkat 
Dacrah (Lcmbaran Daemh Kabupatcn Pinrang Tahun I 2016 Nomor 6). 
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MEMU1USKAN ; 

Menetapkan PERATIJRAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
OROANISASI, TI.JOAS DAN FUNOSI SERTA TATA KERJA 
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN 
LINGKUNGAN HIDUP. 

BABI 
KETENTIJAN UMUM 

Pa""1 I 
Da1am Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daernh adalah Kabupaten Pinrang. 
2. Bupati adalah Bupati Pinrang. 
3. Sekretaria Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang. 
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pinrang. 
5. Dina, adalah Dinas Perumahan, Kawasan Pennuldman dan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Plnrang. 
6. Kepala Oinas adalah Kepala Oinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang. 
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya dislngkat PPK adalah 

pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian Pcgawai ASN dan pembinaan 
manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan 
pera.turan perundang-undangan. 

8. Prjabe.t Pembina Kepcgawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
Bupati Pinrang. 

9. Aparatur Sipil Negara adalah istilah kelompok profee.i bagi pegawai­ 
pegawai yang bekerja pada lnstans1 Pemerintah baik di tingkat Pusat 
maupun Daerah. 

10. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya dieingkat PyB adalah pejabat 
yang mempunyai kewenangan melaksana.kan preeee pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN eeeuel dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

11. Kelompok Jabatan Fungaional adalah kelompok jabs.tan yang bener 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada kea.hlian dan keterampilan tertentu. 

12. Tugas adalah lkhtisar dari keeeluruhan tugaa jabatan. 
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas. 
14. Uraian tugas adalah paparan a.tau bentangan atas semua tugas jabatan 

yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegangjabatan. 

BAB II 
KEDUDUKAN 

Paaal 2 
Dinas eebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, dipimpin oleh Kepala 
Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui t Sekretaris Daerah. 
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Dinas eebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, dipimpin oleh Kepala 
Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui t Sekretaris Daerah. 
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BAB Ill 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pual 3 
(l) Susunan Organ1saai Dinaa tcrdiri atas: 

a. Kcpala Dinas; 
b. Sckretariat tcrdiri ataa: 

I. Subbagian Program; 
2. Subbagian Umum, Kcpcgawaian dan Hukum; dan 
3. Subbagian Kcuangan. 

c. Bidang Pcrumahan; 
d. Bidang Kawasan Permukiman; 
e. Bidang Tata Lingkungan, Penaatan Linglrungan clan Llmbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun; 
f. Bidang Kcbcrsihan, Pengclolaan Sampah dan Ruang Tcrbuka Hijau ; 
g. Bidang Pengcndalian Penccmaran Kcrusakan dan Peningkatan 

Kapasitas Lmgkungan Hidup; dan 
h. Kclompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

(2) Bagan Stru.ktur Organi89.9i Dinas &ebaga.irnana dimabud pada ayat (I) 
tercantum dalam lampinm yang mcrupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABIV 
TUGAS, F"UNGSI DAN URAIAN TUGAS 

Ragian Kcsatu 
Kcpala Dmas 

Paul 4 
(I) Kepala Dinas mempunyai tugas mcmbantu Bupati menyclcnggarakan 

urusan pcmerintahan dibidang Plerumahan, Kawasan Permuklman dan 
Ungkungan Hidup yang mcnjadi kcwenangan Daerah dan tugas 
pcmbantuan yang diaerahkan oleh Bupati kepadanya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (!), 
Kcpala Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. pcrumusan kebijakan urusan pemcrintahan bidang Plerumahan, 

Kawasan Pennukiman dan Lingkungan Hid.up; 
b. pclaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan bidang Perumahan, 

Kawasan Pennukiman dan Lingkungan Hidup; 
c. pclaksanaan monitoring, evaluasi dan pclaporan urusan 

pcmerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Llngkungan Hid.up; 

d. pelaksanaan Adminiatrasi Dinaa; dan 
c. pcnyelcnggaraan fungsi lain yang dibcrikan olch prmpman scauaf 

dcngan tugaa dan fungsinya. 
{3) Uraian tugas Kepala Dinas scbagaimana dimaksud pada ayat (1), 

mchputi: 
a. menyusun rencana kcgiatan dinas sebagai pccloman dalam 

pclaku.naan tugas; 
b. mcndistribusikan dan mcmbcri pctunjuk pclaksanaan tugas, 
c. mcmantau, mcngawasi clan mcngeva]uasi pcla.ksanaan tugas dalam 

linglrungan Dina.a untuk mcngctahui perkembangan pclakaanaan 
tu gas; 

d. mcnyuaun nmcangan, mcngorekai, 
menandatangani naskah dinas; 

mcmaraf 
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. 5. 

e. mengikuti rapat·rapat sesuai bidang tugaanya; 
f. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja 

dan Rencana Kerja Anggaran Dinas; 
g. merumuskan kebijakan teknis dfbtdang Ungkungan Hidup; 
h. mengoordinir Penyelengg.araan Survey Kepuasan Masyarakat dalam 

lingkup Dinas; 
i. melakukan pembinaan terhadap penyusunan Stanclar Pelayanan 

Minimal di Bidang Llngkungan Hidup; 
j. melakukan koordinati dan konsultasi kementcrian, pemerintah 

Provinsi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah unit kerja terkait dalarn 
rangka kelancaran tugas; 

k. menet.apkan Standar Pelayanan da1ain lingkup Dinu; 
I. membina pclaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pcmerintah 

Lingkup Dinas; 
m. mengoon:linir penyusunan Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah 

Dinas; 
n. mclakukan pembinaan terhadap penyueunan Standar Operasional 

Prosedur dalam lingkup Dinas; 
o. menyusun standar operaaional prosedur sesuai Rincian tugas dan 

melakukan evaluaai SOP dalam lingkup Dinas; 
p. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 

penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Perumahan, Kawasan 
Pennukiman, Tata Lingkungan, Penataan Lrngkungan dan Umbah 
Bahan Berbahaya dan Bera.cur, Kebe�ihan, Pengelolaan Sampah 
dan Ruang Terbuka HtJau dan Pengendalian Pencemaran Kerusakan 
dan Peningkatan Kapas.itas Llngkungan Hidup; 

q. menyelenggarskan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam nmgka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan 
Pennukiman dan urusan pemerintahan bidang Ungkungan Hidup; 

r. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara aesuai ketentuan 
Peratunm Per Undang-undangan; 

s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinaa dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Ataaan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

t. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Begian Kedua 
Sekretariat 

...... 5 
(II Sekrctariat dipimpin oleh Sekretaria mempunyai tugas membantu Kepala 

Oinaa dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan 
teknis dan administras.i penyusunan program, pelaporan, umum, 
kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas aebagaimana dimakaud pada ayat (I), 
Sekretaria menye!enggarakan fungsi : 
a. pengoordinaaian pela.kaa.naan tugaa dalam lingkup dinas; 
b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan dalam lingkup 

Dinas; 
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Dmas; dan dalam Jingkup t 
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e. penyelenggaraan rungsi lain yang diberikan oleh pi.mpinan seauai 

dengan tugas dan rungsinya. 
(3) Uraian tugaa Sekretaris aebagaimana dimaksud pada ayat ( I), meliputi : 

a. menyuaun rencana kegiatan dinaa sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugaa; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluaai pelaksanaan tugas da.Iarn 

lingkungan Dinaa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tugas; 

d. menyusun rancangan, mengorekai, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengilruti rapat-rapat aesua.i bidang tugasnya; 
f. membantu Kepala Dinas merumuskan dan menetapkan Rencana 

Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Dinas; 
g. melaksanakan Survey Kcpuasan Masyafllkat da1am lingkup Dinas; 
h. menyusun dan Membuat Laporan Kinerja lnstansi Pemcrintah Dinas; 
i. mengoordinir Penyusunan dan Laporan Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Lingkungan Hidup; 
j. mengoon:linasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinaa 

hingga terwujud koordinaai, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan 
kegiatan; 

k. mcngoon:linasikan dan melaksanakan penyusunan, program, 
perencanaan, pengendalian <Ian evaluasi serta pelaporan kinerja; 

I. mengoordinasikan <Ian melaksanakan pelayanan adminisuss.i umum, 
kepegawaian dan hukum; 

m. mengoordinasikan dan melaksanaksn pelayanan sdministrssi dan 
kcuangan; 

n. menyclcnggarskan clan mcngoon:linas1kan administrasi pengadaan, 
pemeliharaan dan penghspusa.n barang; 

o. mengoordinasikan dan mcmfasilitaai kcgiatan organisasi dan 
tatalskssna; 

p. mcnyusun dan melaksa.nakan Standar Pelayanan dslam Lingkup 
Dinas; 

q. mcngoordinir pelaksanaan Penilaisn Mandiri Pelaksanasn Refonnasi 
Birokrasi dalam Lingkup Dinss; 

r. menyclcnggarakan fungsi sebagai Pejabat Pengekila Infonnasi dan 
Dokumcntasi Dinas; 

e. mcnyusun Iaporan hasil pelaksanakan tugas Sckretsria.t dan 
memberikan saran pertimbangan kepeda pimpinan sebagai bahan 
perumusan kcbijakan; 

L mcmfasilitasi pelaksanaan Sistern Pcngcndalian Intem Pemerintah 
dalsm lingkup Dina&; 

u. menyelcnggarakan monitoring, cvsluasi dan pengawasan 
penyelcnggaraan kcbijskan teknis di Bidang Perumahan, Kawasan 
Pennukiman, Tata Lingkungan, Penataan Ungkungan dan Limbah 
Ba.han Berbahsya dan Bcracur, Kcbcrsihan, Pengelolaan Sarnpah dan 
Ruang Terbuka Hijau clan Pengendalian Penoemaran Kerusakan dan 
Peningkatan Kapssitas Lingkungan Hidup; 
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x. menyuaun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertimba.ngan kepa.da Atasan sebagai bahan 
perumuaan kebijakan; dan 

y. melaksanakan tuga.e kedinasan lain yang diperintahkan ata88.11 eesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Pa,-agraf! 
Subbagian Program 

Pa,al 6 
{1) Subbagian Program dipimpin oleh Kcpala Subbagian Program mempunyai 

tugas membantu Sekretans dalam mengumpulkan bahan dan melakukan 
penyuaunan program, penyajian data dan penyusunan laporan. 

(2) Uraian tugas Kepala Subbagian Program sebe.gaimana dimaksud pada 
ayat (1), meliputi : 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Prognun aeba.gai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendislribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawaai dan mengevaluaai pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tugas; 

d menyuaun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naakah dinas; 

e. mengikuti rapat·rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. membantu Sekretaris merumuskan V1si dan Misi serta Rencana 

Strategis dan Rencana Kerja Dinaa; 
g. menyusun dan membuat dokumen Laporan KinCIJa Jnstansi 

Pemcrintah Dinas; 
h. menyusun Laporan Stander Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan 

Hid up; 
i. mengoordinasikan, menyrapkan bahan data dan informas1 program 

dan melakukan pcnyusunan pcrencanaan program dan kegiatan; 
J. menyiapkan bahan dan mclakukan pcmantauan dan evaluaai kinerja; 
k. mengumpulkan be.han dan menyusun laporan pcrjanjian kinerja 

Dinas; 
I. mengumpulkan bahan dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan 

dalam lingkup Dinas; 
m. menyusun laporan basil pclaksanaan tuga1 Subbagian Program dan 

memberikan saran pcrtimbangan kepada pimpinan sebagai ba.han 
pcrumusan kebijakan; 

n. melaksanakan penyiapan bahan dan pcnyusunan Rencana Kerja 
Anggaran dalam lingkup Dinas; 

o. mcnyusun Stander Operasional Prosedur sesuai rincian tugas dan 
mc\akukan evaluasi Standar Operasional Prosedur; 

p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan serta pc\aporan 
pcnyelengg.araan kebijakan teknis di Bidang Subbagian Program; 

q. menyusun laporan basil monitoring, evaluasi dan pcngawasan 
pcnyelenggo.raan kebijakan tcknis di Bidang Subbagian Program; 

r. melaksana.kan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pcmcrintah 
dan non pemcrintah dalarn rangka pcnyclenggaraan urusan 
Pemerintahan bidang Peru.mah.an Rakyat, Kawasan Pennukiman dan 
urusan pemerintahan bidang Llngkungan Hidup; 

e. menginventarisasi dan mcngkaji pcnnasalahan yang berhubungan 
dcngan bidang tugasnya dan mcnyiapkan bahan pctunjuk pcmec&han ' 
masalah; 
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t. menila.i kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai Peraturan Per 
Undang-undangan; 

u. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
membcrikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebiJakan; dan 

v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Paragraf 2 
Subbagjan Umum, Kepegawaian Dan Hukum 

....., 7 
(IJ Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala 

Subbagjan Umum, Kepegawaia.n, dan Hukum mempunyai tugas 
membantu Sekretaris mengumpulkan bahan dan melakukan urusan 
ketatau!la.baan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan 
penghapusan bantng, urusan rumah tangga scrta mengelola 
administrasi kepegawai&n dan hukum dalain lingkup Dinas. 

(2) Uraian tugas Kepa.la Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat {I), meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan 

Hukum sebagai pedoman dalam pelaksa.naan tugaa; 
b. mendistribusikan dan membcri petunjuk pclakaanaan tugas; 
c. memantau, mcngawaei dan mcngevaluasi pclaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengorekai, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat eeeuai bidang tugaanya; 
f. mela.ksanakan clan mengevalua.ai pe)aksanaan Survey Kepuasa.n 

Masyarakat dalam lingkup Dinas; 
g. membantu Sekretalie menyuaun dan membuat laporan A.nalisia 

Jabatan, Analiaia Beban Kerja dan Evaluasi Jaba.tan Dinaa; 
h. melakukan pengklasifikasian aurat menurutjenienya; 
i. melakukan adminiatras1 clan pendistribusia.n na.skah dina.a masuk 

dan keluar; 
j. melakukan pengek>laan arsip naskah dinaa; 
k. menyiapkan bahan dan menyuaun adminiatraai pengadaan, 

pendiatribuaian, pemeliharaan, inventarisa.si clan penghapusan 
barang; 

J. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisaai barang eerta 
menyuaun laporan barang inventaris; 

m. menyiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan dan melakukan 
evaluaai dalam lingkup Dinaa; 

n. mengoordinaaikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, 
penyajian data clan informasi serta fastlitas1 pelayanan informasi 
dan pengaduan dalam lingkup Dinaa; 

o. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitaai 
pelakaa.naan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam lingkup 
Dinas; 

p. mempersiapkan dan mengoordinasikan pe)akaaanaan rapat dinas, 
upacara bendera, kehumaaan, dan keprotokolan; 

q. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran ! pegawai; 
\ 
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r. mengoordinasikan dan memfasilitaai administrasi surat tugaa dan 
perjalanan dinas pegawai; 

a. menyiapkan behan, mengoordinaaikan dan memfaailitaal kegiatan 
organise.Si dan tatalaksana; 

t. mele.ksanakan Pengumpulan bahan Pcnilaian Mandiri Pclaksanaan 
Reforma.si Birokraai dalain lmgkup Dinas, 

u. menyiapkan bahan dan mengelola administraai kepegawaian dalrun 
lingkup Dinaa; 

v. menyuaun rencana kcbutuhan pengembangan aumber daya 
manusia aparatur dalam lingkup Dinas; 

w. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan 
kompetenai, disiplin dan keseJahteraan aparatur sipil Negara dalam 
Jingkup Dinas; 

x. menyiapkan bahan dan mengoordina&ikan adminiatraai 
penyusunan produk hukum dala.m Jingkup Dinas; 

y. mc:ngumpulkan behan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti 
laporan hasil pemeriksaan dalam lingkup Dinas; 

z. menyuaun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum, 
Kcpegawaian, dan Hukum, aerta memberikan saran pertimbangan 
kepada pirnpinan aebaga:i bQhan perumusan kebijakan; 

aa. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Subbagian Umum, 
Kepegawaian dan Hukum; 

bb. melakaana.ke.n koordmasi dan konsultasi dengan Jembaga. 
pemcrintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan 
Permukiman dan urusan pemerintahan bx:lang Llng.kungan Hidup; 

cc. mcnilai kincrja Pegawai Apara.tur Sipil Negara seauai kctcntuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

dd. mcnyusun laporan haail pelaksanaan tugas Kepala Dinu dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

cc. melaksanakan tugaa kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
eeeuer dcngan bidang tugaenya. 

Paragn,f3 
Subbagian Keuangan 

Paoal 8 
(1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepe.la Subbegian Kcuangan 

mempunyai tugas membantu Sekretaria dalam mengumpulkan bahan 
dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan dalam 
lingkup Dinu. 

(2) Uraian tugas Kepala Subbagian Kcuangan acbagatmana dimaksud pada 
ayat (1), meliputi: 
a. mcnyusun rcncana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman 

dalam pclaksanaan tugaa; 
b. mendistribusikan dan membcri petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawui dan mengevaJuasi pclaksanaan tugas ling.kup 

Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 
d. mcnyusun rancangan, mcngorcksi, memaraf dan/atau 

mcnandatangani naskah dinas; 
e. mengikuti rapat-rapat acsuai bidang tugasnya; 
r. membe.ntu Sekretaris menyiapkan bahan, menyusun dan I merumuskan Dokumen Pelaksanaan Anggaran lingkup Dinas; 
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g. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun rencana 
kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, clan 
rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran 
Dinaa; 

h. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan 
keuangan Dinas; 

i. mengoordina&1kan pelaksanaan akuntanai pengeluaran clan 
penerimaan keuangan dalam ling.kup Oinas; 

j. menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dalam lingkup Dinaa; 
k. menyusun realisasi perhitungan anggaran dalam lingkup Dinaa; 
I. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan dalam lingkup Dinas; 
m. mengumpulkan bah.an, mengoordinasikan clan menindaklanjuti 

laporan ha.sil pemeriksaan keuangan dalam lingkup Dinaa; 
n. menyuaun laporan basil pelakaanaan tugu Subbagian Keuangan dan 

memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebag.ai bahan 
perumusan kebijakan; 

o. menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur sesuai 
uraian tugaa dan melakukan evaluasi Standar Ope:raaional Prosedur, 

p. melaksanakan monitoring, evaluaai dan pengawasan penyelenggaraan 
kebijakan teknis di Bidang Subbagian Umum, Kepegawaian dan 
Hukum; 

q. melaksanakan koordinasi clan konsultasi dengan lembaga pemerintah 
dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan bidang Perurnahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 
urusan pemerintahan bidang Ung.kungan Hidup: 

r. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara aeauai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

e, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai ba.han 
perumusan kebijakan; dan 

L melaksa.nakan tuga.s kedinasan lain yang diperintahkan atasan scauai 
dengan bidang tugasnya. 

Bagi.an Ketiga 
Btdang Perumahan 

Paul9 
( 11 Bidang Perumahan dipimpin o\eh Kepala Bklang Perumahan 

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan di Bidang Perumahan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Bidang Perumahan menyelenggarakan funga1 : 
a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program 

dan kegiatan di Bidang Pcruma.han; 
b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pe:ngawasan 

program dan kegiatan di Bidang Pcrumahan; 
c. pe:nyelenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas 

program dan kegiatan di Bidang Perurnahan; dan 
d. pe:nyelenggaraan fung31 lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Uraian tugas Kepala Bidang Perumahan sebagaimana dimakaud pada 

ayat (11, meliputi: 
a. menyusun rcncana kegiatan Bidang Pcrumahan sebagai pedoman 

dalam pe:laksanaan tugas; 
b. mendistnbusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

\ 
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\ 
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c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Lingkup 
Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksa.na.an tugas; 

d. mcnyusun rancangan, mengorekai, mema.raf dan/atau 
mcnandatangani naskah dinaa; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. mengoonimasikan penyusunan kcbijakan di Bidang Perumahan; 
g. mengooniinssikan pelaksanaan penyediaan database perumahan; 
h. mcngoordinasikan percnca.naan, pelakaanaan, pemelihara.an, 

pengawaaan sarana perumahan; 
1. mengooniinasikan fasilitasi program penyediaan perumahan baik 

pcrum.ahan umum, perumahan swadaya, dan perumahan khusus 
bagi masyarakat bcrpenghasilan rendah; 

J· mcnyetujui penerbitan pcnnohonan izin pembangunan perumahan 
untuk penerbita.n rekomendaai iiin pcmbangunan perumahan dan 
Sertifikat Kepcmilikan Bangunan Gedung; 

k. mcmvcrifikasi dan menyetujur pcrmohonan wn pembangunan 
perumahan untuk penerbitan rekomendasi izin pembangunan 
perumahan; 

I. mcngooniinaaikan perencanaan, pelaksanaan, pemcliharaan, 
pengawasan sarana kawasan kumuh; 

m memverifikasi dan menyetujui permohonan LQn pembangunan 
Perumahan dalam rangka menerbitkan rekomendasi izin 
pemba.ngunan dan pengemba.ngan pcrumahan; 

n. mclaksa.nakan pcmantauan clan evaluaai Bidang Kawa.san 
Pennuldman; 

o. menyusun dan melaksanakan Standar OperasionaJ Proaedur dan 
melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur; 

p. menyelenggarakan monitoring, evaJuasi dan pengawasa.n 
penyclenggara.an kebyakan tcknis di B1dang Tata Ungkungan; 

q- menyelenggarakan koordmasi dan konsultasi dengan \embaga 
pcmerintah dan non pemerintah da1am rangka penyclenggaraan 
uruean Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan 
Permuldman dan urusan pemerintahan bidang Llngkungan Hidup; 

r. menila.i ldncrja Pegawai Aparatur Sipil Negara aesuai ketcntuan 
PeratullUl Per Unda.ng·undangan; 

s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala. Dinas dan 
membcrikan saran pertimbangan kepa.da Atasan sebagai oohan 
perumusan kebijakan; dan 

t. mela.ksanakan tugas kedtnasan lain yang diperintahkan atasan 
.esuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Keempa.t 
Bidang Kawasan Permukiman 

PasaJ IO 
(lJ Bidang Kawasan Pennukiman dipimpin oleh Kepala Bidang Kawasan 

Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan membantu Kepeja 
Dinas dalam merumuakan dan melaksanakan kebiJakan di Bidang 
Kawasan Pennukiman. 

(2) Untuk melalu,anakan tugas sebagaimana dimaksud pad& ayat {l), Kepala 
Bidang Kawasan Pennukiman menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan kebijakan tcknis clan penyelenggaraan tugas program 

dan kegiatan Bidang Kawasan Permukiman; 
b. pembinaan, pengoordinasia.n, pengendalian dan pengawasan program 

dan kegiat.an Btdang Kawasan Permukiman; ' 
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bagi masyarakat bcrpenghasilan rendah; 

J· mcnyetujui penerbitan pcnnohonan izin pembangunan perumahan 
untuk penerbita.n rekomendaai iiin pcmbangunan perumahan dan 
Sertifikat Kepcmilikan Bangunan Gedung; 

k. mcmvcrifikasi dan menyetujur pcrmohonan wn pembangunan 
perumahan untuk penerbitan rekomendasi izin pembangunan 
perumahan; 

I. mcngooniinaaikan perencanaan, pelaksanaan, pemcliharaan, 
pengawasan sarana kawasan kumuh; 

m memverifikasi dan menyetujui permohonan LQn pembangunan 
Perumahan dalam rangka menerbitkan rekomendasi izin 
pemba.ngunan dan pengemba.ngan pcrumahan; 

n. mclaksa.nakan pcmantauan clan evaluaai Bidang Kawa.san 
Pennuldman; 

o. menyusun dan melaksanakan Standar OperasionaJ Proaedur dan 
melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur; 

p. menyelenggarakan monitoring, evaJuasi dan pengawasa.n 
penyclenggara.an kebyakan tcknis di B1dang Tata Ungkungan; 

q- menyelenggarakan koordmasi dan konsultasi dengan \embaga 
pcmerintah dan non pemerintah da1am rangka penyclenggaraan 
uruean Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan 
Permuldman dan urusan pemerintahan bidang Llngkungan Hidup; 

r. menila.i ldncrja Pegawai Aparatur Sipil Negara aesuai ketcntuan 
PeratullUl Per Unda.ng·undangan; 

s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala. Dinas dan 
membcrikan saran pertimbangan kepa.da Atasan sebagai oohan 
perumusan kebijakan; dan 

t. mela.ksanakan tugas kedtnasan lain yang diperintahkan atasan 
.esuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Keempa.t 
Bidang Kawasan Permukiman 

PasaJ IO 
(lJ Bidang Kawasan Pennukiman dipimpin oleh Kepala Bidang Kawasan 

Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan membantu Kepeja 
Dinas dalam merumuakan dan melaksanakan kebiJakan di Bidang 
Kawasan Pennukiman. 

(2) Untuk melalu,anakan tugas sebagaimana dimaksud pad& ayat {l), Kepala 
Bidang Kawasan Pennukiman menyelenggarakan fungsi : 
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dan kegiatan Bidang Kawasan Permukiman; 
b. pembinaan, pengoordinasia.n, pengendalian dan pengawasan program 

dan kegiat.an Btdang Kawasan Permukiman; ' 
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c. penyelenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program 
dan kegiatan Bidang Kawasa.n Pennukiman; dan 

a. penyelenggaraan fungsi Jam yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan rungsinya. 

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Kawasan Pennukiman sebagaimana 
dimakeud pada ayat (I), meliputi; 
a. menyuaun rencana kegratan Kawasan Permukiman eebagai pedoman 

dalam pelakaanaan tugaa; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pclaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengcvaluasi pelaksanaan tugaa Jingkup 

Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani nas.kah dinas; 
e. mengikutl rapat-rapat aesuai bidang tugasnya; 
f. mengoordinasikan penyusunan kebijakan di Bidang Kawasa.n 

Permukiman; 
g. mengoordinasikan pelaksanaan penyediaan database perumahan; 
h. mengoordinasikan pepa]sanaa.n pemantauan, pcrencanaan, 

pelaksanaan, pemeliharaan, pengawasan sarana pcrmukiman; 
I. mengoordinasikan perencanaan, pelakaanaan, pemeliharaan, 

pengawasan sarans. kawaaan pennukiman; 
j. menyusun dan melaksanakan Standar Opera.sional Prosedur sesuai 

uraian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operaaional Prosedur; 
k. menyelenggarakan monitoring, eva.Juaai dan pengawaaan 

penyelengga.raan kebijakan teknis di bidang Kawasan Pennukiman; 
I. menyelenggarakan koon:linasi dan konsultasi dengan lembe.ga 

pcmerintah dan non pemerintah dalam rangka pcnyelenggaraan 
uruaan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat, K.awaaan 
Pennukiman dan uruaan pcmerintahan bidang Llngkungan Hidup; 

m. menilai kinel]a Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

n. menyusun laporan basil pclaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
mcmberikan saran pcrtimbangan kcpada Atasan sebagai bahan 
pcrumuaan kcbijakan; dan 

o. melakaanakan tugaa kedinasan lain yang dipcrintahkan atasan eeeuar 
dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kelima 
Bidang Tata Lingkungan, Penataan Ungkungan dan Umbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun 

Pa,a! II 
(lJ Bidang Tata Lingkungan, Pcnaatan Llngkungan dan Limbah Dahan 

Berbahaya dan Beracun dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan, 
Penaatan Llngkungan dan Llmbah Dahan Berbahaya dan Beracun 
mempunyai tugas rnenyclcnggaraka.n kcgiatan lnventansasi Rencana 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Llngkungan 
Hidup Stratcgia, Kajian Dampak Llngkungan dan Pemcliharaan 
Llngkungan Hidup. 

(21 Untuk melak.sanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kepala 
Bidang Tata Llnglrungan, Penaatan Lmgkungan dan Umba.h Dahan 
Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi : 
a. pcnyuaunan kcbijakan teknis dan pen.yelenggaraan tugaa program 

dan kegiatan di Bidang Tata Llngkungan, Penaatan Lingkungan dan i Llmbah Dahan Berbahaya dan Beracun; 

1 
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b. pcmbinaan, pcngoordinasian, pengendalian dan pengawasan program 
dan kcgiatan di Bidang Tata Lingkungan, Pcnaatan Lingkungan dan 
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 

c. pcnyelcnggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugaa program 
dan kcgiatan di Bidang Tata Llngkungan, Pcnaatan Lingkungan dan 
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan 

d. pcnyelenggaraan fungsi Iain yang diberikan olch pimpinan aesuai 
dengan tugaa dan fungsinya. 

(3) Uraian tuga.a Kcpala Bidang Tata l...ingkungan, Penaatan Llngkungan dan 
Umbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimakeud pada ayat (1), meliputi: 
a. menyueun rencana kegiatan Bidang Tata Llnglrungan, Pcnaatan 

Llngkungan clan Llmbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai 
pcdoman dalam pclaksanaan tugas; 

b. mcndistribueikan dan membcri pctunjuk pclaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengcvaluasi pelaksanaan tugaa lingkup 

Dinas untuk mengctahui perkembangan pelaksanaan tugas; 
d. menyueun rancangan, mengoreksi, memarar dan/atau 

menandatangani nalkah dinaa; 
e. mcngikuti rapat-rapat scauai bidang tugasnya; 
r. menyuaun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup; 
g. mclaksanakan koordinaai dan sinkronisaai pemuatan Rcncana 

Pcrlindungan dan Pcngelolaan Llngkungan Hidup dalam Rencana 
Pcngelola.an Jangka Panjang, Rencana Pmgclolaan Jangka Menengah 
Nasional serta Pulau/Kcpulauan dan Ekoregion; 

h. melakukan sosialisa.81, pcmantauan dan evaluaai pelaksanaan 
Rencana Pcrlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

1. melaksanakan pcnentuan claya dukung dan daya tampung 
lingkungan hidup; 

j. melakukan koon::linasi penyuaunan Tata Ruang yang bcrbaais days 
dukung daya tampung lingkungan; 

k. melaksanakan penyusunan inst:rumen ekonomi lingkungan hidup 
Pcndapatan Domcstik Bruto dan Pendapatan Domestik Regional Bruto 
hijau, mekanisme insentif diainscntif dan pcndanaan lmgkungan 
hid up; 

I. menyusun Neraca Sumbcr Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 
m. mclakukan koon::lmasi penyusunan tata ruang yang bcrbaaia daya 

dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 
n. melakukan pcnyuaunan inatrumcn ekonomi Jingkungan hidup 

Pcndapatan Domestik Bruto dan Pendapatan Domestik Regional Bruto 
hijau, mckanisme insentif disinscntif dan pcndanaan linglcungan 
hid up; 

o. menyuaun Neraca Sumbcr Daya Alam dan Llngkungan Hidup; 
p. mcla.kaanakan pcnyusunan, pcngesahan, penyelenggaraan, 

pcmantauan dan evaluasi, 9Crta koon::linasi pclaksanaan Kajian 
Lingkungan Hidup Stratcgis Daerah; 

q. mclakukan koordinasi penyusunan inatrumen pcncegahan dan/atau 
keruaakan lingkungan hidup bcrupa Analiais Darnpak Lingkungan 
(Amdal), Upa,ya Pengclolaan Ungkungan Hidup dan upaya 
Pemantauan Llngkungan Hidup, izin lingkungan, Audit Lingkungan 
Hidup dan Analisia Resiko Lingkungan Hidup; 

r. mclakukan pembcntukan Komisi Penilai Amdal Daerah; 
a. mclakukan pclaksanaan proses iztn lingkungan 
t menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pcngaduan dan \ penyelesaian pengaduan masyarakat; 
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a. mclakukan pclaksanaan proses iztn lingkungan 
t menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pcngaduan dan \ penyelesaian pengaduan masyarakat; 
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u. melakukan sosialisasi tata cara pengaduan dan pe!aksanaan 
penanganan pengaduan (penerimaan, penelaahan, verifikaai, 
rekomendaai tindak anjut verifikaai dan penyampaian haailt; 

v. melakukan bimbingan telmis, monitoring dan pelaporan atas haail 
tindak lanjut pengaduan; 

w. menyeleaeik:an acngketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun 
mela1ui pengadilan; 

x. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugaa Pengawaa 
Llngkungan Hidup; 

y. Melakukan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan 
hukum; 

z. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan clan 
Pengek>laan Llngkungan Hidup ; 

aa. melakukan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; 
bb. melakukan penanganan be.rang bukti dan penanganan hukum pidana 

secara terpadu 
cc. melaksanakan upe.ya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 
dd. melakukan Pelaksana.an inventarisasi Oas Rumah Kaea (ORK) dan 

Peyuaunan prom emiai Oas Rumah kaca (ORK); 
ee. melakukan perencanaan koneervasi, keanek:aragaman hayati; 
ff. menetapkan kebijakan dan pelaksanaan konservaai, pemanfaatan 

berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati; 
gg. melakukan pengembangan aistem infonnasi dan pengelolaan database 

keanekaraga.man hayati; 
hh.melakukan perumusan, penyuaunan kebijakan, dan pelaksa.naan 

perizi.nan penyimpanan sementa.ra Limbah Bahan Berbahaya dan 
Beracun (pengajuan, perpanjanga.n, perubahan dan pencabutan); 

ii. melakukan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan 
sementara L1mbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 

jj. menyuaun dan melaksanakan Stander Operasional Prosedur eeauai 
uraian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur; 

kk. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelengga.raan kebijakan teknis di Bidang Tata Lingkungan, 
Penaatan Lingkungan dan Llmbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 

II. menye\enggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelengga.raan 
urusan Pemerintahan bidang Penunahan Rakyat, Kawaa.an 
Pennukiman dan uruaan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; 

mm. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Und.ang-undangan; 

nn. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dina.s dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

oo. melaksanakan tuga.s kedmasan lain yang diperintahkan ataaan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Bagi.an Keenam 
Bido.ng Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau 

Pa.sal 12 
(I) Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau 

dipimpin oleh Kepa.\a Bid.ang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Ruang 
Terbuka Hijau mempunyai tugaa menyelenggarakan kegiatan Pengaduan 
dan Penyelesaian Sengketa Ungkungan, Penegakan Hukum Lingkungan 4 dan Peningkatan KapaSltas Lingkungan Hidup. 

\ 
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(2) Untuk melaksanakan tugas eebqaimana dimaksud pada ayat (1), Kepa.Ia 
Bidang Keberaihan, Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau 
menyelenggarakan fungai : 
a. penyuaunan kebijakan tdcnis dan penyelenggaraan tugas program 

dan kegiatan di Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Ruang 
Terbuka Hijau; 

b. pembinaan, pengooTdinasian, pengendalian dan pengawaaan program 
dan kegiatan di Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Ruang 
Terbuka Hijau; 

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pe\aporan tugas program 
dan kegiatan di Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Ruang 
Terbuka Hijau; dan 

d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan eeauai 
dengan tugaa dan fungsinya. 

(3) Uraia.n tugas Kepala Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Ruang 
Terbuka Hijau eebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah 

dan Ruang Terbuka Hijau sebagai pedoman de.lam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi peturtjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengeva.luasi pelaksanaan tugas de.lam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

dan/atau 

pen,.loloan ' 

pendaurulangan 

u,aha 

memaraj 

dawn inveatasi pengembangan 
sampah; 

d. menyuaun rancangan, mengorekai, 
menandatangani naakah dinaa; 

e. mengikuti rapat·rapat aesuai bidang tugasnya; 
f. melakukan penyusunan informasi, penetapan target pengurangan, 

dan penyueunan kebijakan pengelolaan sampah tingkat Daerah; 
g. melakukan pembinaan pengelolaan timbunan sampah kepada 

produsen/ industri; 
h. melakukan pembinaan penggunaan b&han balm produksi dan 

kemasan yang mampu diurai oleh proses alam; 
i. melakukan pembinaan, penyediaan fasilitas 

sampah; 
j. me!aksanakan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk 

dan kemasan pmduk; 
k. melakukan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan 

pemrosesan akhir sampah; 
I. melakaanakan penyediaan sarana dan prasarana penanganan 

sampah; 
m. melakukan pemungutan retribuai atas jasa layanan pengelolae.n 

sampah; 
n. melakukan penetapan Jokasi Tempat Penyimpe.nan Sementara, 

Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu dan Tempat Pembuangan Akhir 
sampah; 

o. meJakaa.nakan pengawasan terhadap tempat pemrcseean akhir 
dengan sistem pembuangan open dumping; 

p. melakukan penyusunan dan pelaksanaan sistem tangga.p darumt 
pengek>laan sampah; 

q. memberikan kompensasi dampak negatif kegiatan pemroaesan akhir 
sampah; 

r. melakukan pelaksanaan kerjasama dan kemit.raan dengan badan 
usaha pengelola sampah daJam menyelengga.rakan pengelolaan 
sampah; 

a. melakukan 
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usaha pengelola sampah daJam menyelengga.rakan pengelolaan 
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a. melakukan 
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L melakukan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan perizman 
pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesa.n akhir 
sampah yang d1sclenggarakan oleh swasta; 

u. melakukan perumusa.n kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan 
pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh 
pihak lain {ba.dan us.aha); 

v. menghimpun kebijakan telcnia di bidang Pertamanan dan 
Pennakaman berdaaarkan kebutuhan sebagai dasa.r pelaksanaan 
tugas. 

w. menghimpun data wilayah peruntukkan pertamanan dan 
permakaman melalui survey untuk mengetahui kelayakannya; 

x. menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur sesuai 
uraian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operasional Plcsedur; 

y. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan telcnis di Bidang Kebersihan, Pengelolaan 
Sampah dan Ruang Terbuka Hijau; 

s. menyuaun laporan haSI! morutoring, evaluaSI dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Keberaihan, Pengelolaan 
Sampa.h dan Ruang Terbuka Hijau; 

aa. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalarn rangka penye\enggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan 
Pennukiman dan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; 

bb. menilai kinerja Pegawai Ape.ratur Sipil Negara scsuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

cc. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dmas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

dd. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan se1uai 
dengan bidang tugaanya. 

Bagi.an Kelima 
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Llngkungan Hidup 

Pasal 13 
(IJ Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lmgkungan Hidup 

dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan Hidup mempunyai tuga1 menyelenggarakan kegiatan 
Pemantauan Lingkungan, Pcncemaran Lingkungan dan Kerusakan 
Lingkungan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (!), Kepala 
Bidang Pengendahan Pencemaran dan Kerusakan Lmgkungan Hidup 
menyelenggarakan rungsi : 
a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program 

dan kegiatan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 
Llngkungan Hidup; 

b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan peng.awasan program 
dan kegiatan di Bidang Pcngendalian Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan Hidup; 

c. penyelenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program 
dan kegiatan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan I<erusakan 
Lingkungan Hidup; dan 

d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan &CSuai ' dengan tug.as dan fungsinya. 

• 16 • 

L melakukan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan perizman 
pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesa.n akhir 
sampah yang d1sclenggarakan oleh swasta; 

u. melakukan perumusa.n kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan 
pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh 
pihak lain {ba.dan us.aha); 

v. menghimpun kebijakan telcnia di bidang Pertamanan dan 
Pennakaman berdaaarkan kebutuhan sebagai dasa.r pelaksanaan 
tugas. 

w. menghimpun data wilayah peruntukkan pertamanan dan 
permakaman melalui survey untuk mengetahui kelayakannya; 

x. menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur sesuai 
uraian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operasional Plcsedur; 

y. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan telcnis di Bidang Kebersihan, Pengelolaan 
Sampah dan Ruang Terbuka Hijau; 

s. menyuaun laporan haSI! morutoring, evaluaSI dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Keberaihan, Pengelolaan 
Sampa.h dan Ruang Terbuka Hijau; 

aa. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalarn rangka penye\enggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan 
Pennukiman dan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; 

bb. menilai kinerja Pegawai Ape.ratur Sipil Negara scsuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

cc. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dmas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

dd. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan se1uai 
dengan bidang tugaanya. 

Bagi.an Kelima 
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Llngkungan Hidup 

Pasal 13 
(IJ Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lmgkungan Hidup 

dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan Hidup mempunyai tuga1 menyelenggarakan kegiatan 
Pemantauan Lingkungan, Pcncemaran Lingkungan dan Kerusakan 
Lingkungan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (!), Kepala 
Bidang Pengendahan Pencemaran dan Kerusakan Lmgkungan Hidup 
menyelenggarakan rungsi : 
a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program 

dan kegiatan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 
Llngkungan Hidup; 

b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan peng.awasan program 
dan kegiatan di Bidang Pcngendalian Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan Hidup; 

c. penyelenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program 
dan kegiatan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan I<erusakan 
Lingkungan Hidup; dan 

d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan &CSuai ' dengan tug.as dan fungsinya. 

• 16 • 

L melakukan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan perizman 
pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesa.n akhir 
sampah yang d1sclenggarakan oleh swasta; 

u. melakukan perumusa.n kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan 
pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh 
pihak lain {ba.dan us.aha); 

v. menghimpun kebijakan telcnia di bidang Pertamanan dan 
Pennakaman berdaaarkan kebutuhan sebagai dasa.r pelaksanaan 
tugas. 

w. menghimpun data wilayah peruntukkan pertamanan dan 
permakaman melalui survey untuk mengetahui kelayakannya; 

x. menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur sesuai 
uraian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operasional Plcsedur; 

y. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan telcnis di Bidang Kebersihan, Pengelolaan 
Sampah dan Ruang Terbuka Hijau; 

s. menyuaun laporan haSI! morutoring, evaluaSI dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Keberaihan, Pengelolaan 
Sampa.h dan Ruang Terbuka Hijau; 

aa. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalarn rangka penye\enggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan 
Pennukiman dan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; 

bb. menilai kinerja Pegawai Ape.ratur Sipil Negara scsuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

cc. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dmas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

dd. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan se1uai 
dengan bidang tugaanya. 

Bagi.an Kelima 
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Llngkungan Hidup 

Pasal 13 
(IJ Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lmgkungan Hidup 

dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan Hidup mempunyai tuga1 menyelenggarakan kegiatan 
Pemantauan Lingkungan, Pcncemaran Lingkungan dan Kerusakan 
Lingkungan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (!), Kepala 
Bidang Pengendahan Pencemaran dan Kerusakan Lmgkungan Hidup 
menyelenggarakan rungsi : 
a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program 

dan kegiatan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 
Llngkungan Hidup; 

b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan peng.awasan program 
dan kegiatan di Bidang Pcngendalian Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan Hidup; 

c. penyelenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program 
dan kegiatan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan I<erusakan 
Lingkungan Hidup; dan 

d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan &CSuai ' dengan tug.as dan fungsinya. 



• 17 - 

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 
Ungkungan Hidup aebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan 

Keru&akan Ungkungan Hidup aebe.gal pedoman dalam pelaksanaan 
tu gas; 

b. mendisui.busikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksan.aan tugas dalam 

lingkungan Dina• untuk mengetahui perkembangan pelakaanaan 
tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dmas; 

e. mengi.kuti rapat-rapat sesuai bidang tugaanya; 
f. melakukan pelaksanaan pema.ntauan kualitas air, udara, tanah, 

pesisir dan Jaut; 
g. melakukan penentuan baku mutu lingkungan; 
h. penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan 

(Laboratorium Ungkungan); 
i. melakukan pelakaanaan pemantauan sumber pencernar institusi dan 

non institusi; 
J· melakukan pelaksa.naan penanggutangan pencemaran (pemberian 

informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar 
institusi dan non institusi; 

k. melakukan pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, 
remidiasi, rehabilitasi dan reatorasi) sumber pencemar inetitusi dan 
non institusi; 

I. melakukan penentuan baku mutu sumber pencemar; 
m. melakukan pengembangan sistem infonnasi kondisi, potensi dampak 

dan pemberian peringatan akan pencernaran atau kerusakan 
lingkungan hidup kepada masyarakat; 

n. melakukan penyuaunan kebijakan dan pelaksa.naan pembinaan 
terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; 

o. melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendui basil evalua.si 
sumber pencemar insti1uai dan non inatitusi; 

p. melakukan penentuan krileria baku dan pelaksanaan pemantauan 
keruaakan lmgkungan; 

q. melakukan pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan (pemberian 
informasi, pengisolasian aerta penghentianJ kerusakan lingkungan; 

r. menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur aesuai 
uraian tugaa dan melakukan evaluas1 Stand.at Operaaional Prosedur; 

s. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasa.n 
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian 
Pencemaran dan Kerusakan Ungkungan Hidup; 

L menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dcngan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalarn rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat, Kawaaan 
Pennukiman dan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; 

u. menyusun laporan hasil monitoring, evaluasi dan pengawaaan 
penyelengga.raan kebijakan teknis di Bldang Pengendalian 
Pencemaran dan Keruso.kan Lingkungan Hidup; 

v. menilai lrinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara aeauai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

w. menyuaun Japoran haail pelaksanaan tuga.a Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebljakan; dan 

x. melaksanakan tugaa ked.inaaan lain yang diperintahkan atasa.n aesu& f 
dengan bidang tugasnya. \ 
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BABY 
KELOMPOK JABATAN F'UNGSJONAL DAN PELAKSANA 

PaS8.l 14 
(I) Dinas Perumahan, Kawasan Pcrmukiman dan Llngkungan dapat 

membentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sesuai 
dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(21 Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan 
fungsional dan pelaksana m.asing-masing berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturan 
sistem kerja. 

BAB VI 
TATA KERJA 

Bagian Kesatu 
Pelaksanaan Togas dan Fungsi 

Pasal 15 
(1) Kepa.la Dinaa dalam melaksa.nakan tug.as dan fungsinya berdasarkan 

kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati seauai ketentuan 
peraturan perundeng-undangan; 

(2) Kepala Oinaa, Sekrctaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat 
Fungsional, dan Pelaksana dalam lingkup Dinas melaksa.nakan tugas 
dan fungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
serta menerapkan prinsip hierarki, koordinaai, kerjaaama, intcgra.Si, 
sinkronisaai, aimplifikasi, akuntabilitas, transparansi, aerta efektifitas 
dan efisiensi, sesuai dengan ketentuan Pcraturan Perundang-Undangan; 

(3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dalam 
lingk:ungan Dinas mengembangk:an koordinasi dan kerjasama dengan 
instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja 
dan mempertancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dina.a. 

Bagian Kedua 
Pengendalian dan Eva!uasi, serta Pelaporan dan Pengawasan 

Pasal 16 
(I) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian dalam 

lingk:ungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya, melakukan 
pengendalian dan evaluaai aerta melaksanakan rapat koordinasi aecara 
berkala dan/atau aesuai kebutuhan; 

(2) Kepa]a Dinas, Sekretaria, Kepala Bidang, Kepala Subbegian, Pejabat 
FUngsional, dan Pelaksana dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi 
petunjuk dan arahan pimpinan, aerta menyampa.ikan Japoran secam 
berkala dan/atau seeuai kebutuhan 8CCllT8. tepat waktu kepada atasan 
maaing-masing; 

(3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bkiang, Kepe.la. Subbagian dan dalam 
lingkungan Dinas mela.ksanakan pengawasan eeeuei dengan ketentuan i peraturan perundang-unde.ngan. 

\ 
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BAB VII 
KETENTI.JAN PERALIHAN 

Pua! 17 
Ketentuan yang mengatur sub koordinator dala.m Peraturan Bupati Pinrang 
Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi scrta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pcrmukiman dan 
Ungkungan Hidup (Betita Daerah kabupaten pinrang Tahun 2021 Nomor 
51), tetap berlaku aampa.i dengan ditetapkannya peraturan bupati tcntang 
aistem kerja pada pemerintah daerah. 

BAB VIII 
KETENnJAN PENUTIJP 

Pasa.l 18 
Oengan bcrlakunya Pcraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 
51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Suaunan Organisasi, Tugs.a den Fungsi 
aerta Tata Kerja Dinaa Pcrumahan, Kawasan Pcrmukiman dan Llngkungan 
Hidup (Serita Daerah Kabupaten Plnrang Tahun 2021 Nomor 51), dkabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 19 
Pcraturan Bupe.ti ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Bcrita Daerah kabupaten Pinrang. 

Oitetapkan di Pinrang 
pada tanggal oe 'ho.i 2-Cf.1 

BUPATI PINRANG 

Diundangkan di Pinrang 
pada tanggal D6 hw -io1:'i 

�· IRWAN HAMID t 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG, 

BUD YA 

BERi A DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 
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